
BUPATI TABALONG
PROVINSI RALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR   58   TAHUN2022

TENTANG

j`4AsrERPIAIV slsTEM PEMERINTAHAN BERBAsls ELEKTRONIK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang     :   a.       bahwa  untuk  mendukung  terlaksananya  penyelenggaraan
pemerintahan,   pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan
kemasyarakatan   secara  efektif  dan   efisien   di   Kabupaten
Tabalong,   maka   perlu   didukung   dengan   suatu   Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;

b.       bahwa  untuk  mewujudkan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik  akan  dilakukan  pembangunan  secara  bertahap
melalui mastexp!ari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Tabalong;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf a  dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati  tentang  Masterplan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024 ;

Mengingat       :    1.        Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor 9),
sebagai     Undang-Undang     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun   1959   Nomor   72,   Tambahan   I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor  1820),  sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun    1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat  11  Tapin  dan  Daerah  Tingkat  11  Tabalong  Dengan
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953
tentang   Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   Di   Kalimantan
(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1965  Nomor
51, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2.       Undang-Undang      Nomor      28      Tahun      1999      tentang
Penyelenggara  Negara yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    1999    Nomor   75,   Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3851),  sebagaimana telah diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   19   Tahun   2019   tentang
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Perubahan   Kedua   Atas   Nomor   30   Tahun   2002   tentang
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2019    Nomor    197,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6409);

3.       Undang-Undang      Nomor      36      Tahun      1999      tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999   Nomor   154,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  3881),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020  tentang Cipta Kelja
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 6573);

4.       Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi
dan    Transaksi    Elektronik    (I,embaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2008   Nomor   58,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843),  sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   19   Tahun   2016
tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2016    Nomor    251,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5952);

5.       Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor
33,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

6.       Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi   Publik   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2008    Nomor   61,    Talnbahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 4846) ;

7.       Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

8.       Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik  Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor   1
Tahun     2022     tentang     Hubungan     Keuangan     Antara
Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

9.       Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil
Negara  (Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5459);
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10.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   52   Tahun   2000   tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2000  Nomor   107,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021
tentang   Pos,   Telekomunikasi   dan   Penyiaran   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2021     Nomor    56,
Tambahan   I+embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6658);

11.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   61    Tahun   2010   tentang
Pelaksariaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  lnformasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2010   Nomor   99,   Tambahan   I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   96   Tahun   2012    tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan   Publik   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2012   Nomor   215,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

13.     Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

14.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2019   tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (I+embaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2019    Nomor    185,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6400);

15.     Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem
Pemerintahan     Berbasis     Elektronik     (Lembaran     Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

16.     Peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu Data
Indonesia (Ilembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019
Nomor  112);

17.     Peraturan Presiden Nomor  18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
10);

18.     Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan   Informatika  Nomor  4
Tahun    2016    tentang    Sistem    Manajemen    Pengamanan
Informasi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016
Nomor 551);

19.     Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  14
Tahun   2016   tentang   Pedoman   Nomenklatur   Perangkat
Daerah  Bidang  Komunikasi  dan  Informatika  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
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20.     Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  lnformatika  Nomor  20
Tahun   2016   tentang   Perlindungan   Data   Pribadi   Dalam
Sistem  Elektronik  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor  1829);

21.     Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan   Informatika  Nomor  8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

22.     Peraturan  Badan  Siber dan  Sandi  Negara Nomor  10 Tahun
2019  tentang  Pelaksanaan  Persandian  Untuk  Pengamanan
Informasi  di  Pemerintah  Daerah   (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

23.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentang   Sistem   Informasi   Pemerintahan   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24.     Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

25.     Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi    Birokrasi    Nomor    59    Tahun    2020    tentang
Pemantauan  dan  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor 994);

26.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  09  Tahun
2009    tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang
Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2005-2025  (Lembaran
Daerah    Kabupaten   Tabalong   Tahun    2009    Nomor    09,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor
05),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten    Tabalong    Nomor    15    Tahun    2018    tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor   09   Tahun   2009   tentang   Rencana   Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Tabalong Tahun  2005-
2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2018
Nomor  15);

27.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun  2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten    Tabalong    Nomor    03    Tahun    2021    tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

28      Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  04  Tahun
2019   tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2019-2024  (Lembaran
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Daerah    Kabupaten   Tabalong   Tahun    2019    Nomor   04),
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan    Daerah
Kabupaten    Tabalong    Nomor    10    Tahun    2021    tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor   04   Tahun   2019   tentang   Rencana   Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-
2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2021
10, Tambahan Ilembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
04);

29.     Peraturan  Bupati Tabalong  Nomor  37  Tahun  2021  tentang
Sistem    Pemerintahan    Berbasis    Elektronik    Pemerintah
Kabupaten  Tabalong   (Berita  Daerah   Kabupaten  Tabalong
Tahun 2021 Nomor 37);

30.     Peraturan  Bupati Tabalong  Nomor  46 Tahun  2021  tentang
Peta  Proses  Bisnis  Pemerintah  Kabupaten  Tabalong  (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 46);

31.     Peraturan  Bupati Tabalong  Nomor  69  Tahun  2021  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta
Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :   PERATURAN       BUPATI       TENTANG       MAsrEREIAIV       SISTEM
PEM ERI NTAHAN         BERBASI S         ELEKTRON I K         KABU PATEN
TABALONG TAHUN 2022-2024.

BABI
KRTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.    Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tabalong.
2.    Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3.    Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.    Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5.    Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dan  Dewan  Perwakilan

Rakyat  Daerah  dalam  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah.

6.    Komunikasi  adalah  penyampaian  informasi  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain
melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

7.    Informatika  adalah  pemanfaatan  perangkat  berkemampuan  komputasi  dalam
pengelolaan    informasi,    termasuk   dalam    pengarsipan,    pemprosesan    dan
penyebaran informasi.

8.    Informasi  adalah  keterangan,   pemyataan,   gagasan   dan   tanda-tanda  yang
mengandung nilai, makna dan pesan,  baik data, fckta maupun penjelasannya
yang  dapat dilihat,  didengar  dan/atau  dibaca yang disajikan  dalam  berbagai
kemasan  dan  format  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan
komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
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9.    Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  yang  selanjutnya  disingkat  TIK  adalah
teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak computer serta
perangkat   komunikasi   yang   digunakan   untuk   menghasilkan   data   dan
informasi.

10. Data  adalah   fakta  berupa  angka,   karakter,   simbol,   gambar,   tanda-tanda,
isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang
selanjutnya digunakan sebagai masukan satu sistem inforrnasi.

11.  Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem
computer  dan  komponen-komponen  terkaitnya,  seperti  sistem  telekomunikasi
dan   penyimpanan   data   untuk   keperluan   penempatan,   penyimpanan   dan
pengolahan data.

12.  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  yang  selanjutnya  disingkat  SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

13. Tata  Kelola  SPBE  adalah  kerangka  kerja  yang  memastikan  terlaksananya
pengaturan,   pengarahan  dan  pengendalian  dalam  penerapan  SPBE  secara
teapadu.

14.  Gudang    Data    atau    Data    Wariehottse    adalah    sistem    komputer    untuk
mengarsipkan dan menganilisis data historis suatu organisasi.

15.  Mas€epzarl   SPBE   yang   selanjutnya   disebut   Mastepzczrt   adalah   Dokumen
Perencanaan Pembangunan SPBE yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB 11
MASTERPLAN SPBB

Pasal 2

MastexpzczrL SPBE berfungsi sebagai:
a.  pedoman  Pemerintah  Daerah  dalam  mengembangkan  inovasi  pembangunan

daerah di bidang TIK yang berkelanjutan; dan

b.  pedoman  bagi Pemerintah  Daerah dalam melaksanakan  program dan kegiatan
yang mendukung pengembangan SPBE.

BAB Ill
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang  lingkup  kegiatan  SPBE  merupakan  proses  perencanaan,  pembangunan,
pengembangan, pengelolaan dan menitoring serta evaluasi pelaksanaan SPBE yang
mengacu kepada Dokumen Mastexpzari SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Seluruh    ruang    lingkup    kegiatan    SPBE    dikoordinasikan    oleh    Dinas    yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV
DOKUMEN MASTERPLAN SPBE

Pasal 5

( 1)   Dokumen Mastepzcm SPBE merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan
yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
a.   kerangka pemikiran dasar (SPBE CorLcepfuaz Framet#orfe);
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b.   analisis GAP (SPBE Gcxp Ana!2/sis);
c.    peta Jalan Pengembangan (SPBE Roczc!map).

(2)   Dokumen  Mastexp!on  SPBE  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1)  tercantum
dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

BABV
PEMBIAYRAN

Pasal 6

Pembiayaan Ruang lingkup kegiatan SPBE dapat bersumber dari:
a.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong; dan
d.   Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturari Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah .`hTabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal   3,3    i3t3gt`£u}5`33krfe   2$2a

BUPATI TABALONG,

TTD
ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
Pada  tanggal     53    i;3® s <¥`rri9r.3;i;6n_~    2{::'.2;?,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD
ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR   .? =,;


